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BAB III 

KONSEP TEORITIS 

 

A.Pemerintah Daerah 

Dalam ketetentuan  otonomi daerah  dinyatakan, bahwa  desentralisasi  

adalah penyerahan wewenang  pemerintah  oleh Pemerintah  kepada  Daerah 

Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, adanya proses  pelimpahan 

wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom dalam sistem 

desentralisasi tidak saja karena Negara  Indonesia  menganut  konsep negara 

kesatuan, tetapi undang-undang tentang Pemerintah Daerah juga menghendakinya. 

Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata 

mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada 

daerah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerntahan, 

sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai satuan daerah (yang 

dimaksud dengan perkataan “daerah” di sini adalah bagian dari wilayah Negara) 

yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh 

faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan 

ekonomi, dialek  (bahasa),  tingkat  pendidikan/pengajaran, dan sebagainya.
12

 

Adapun model desentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat berupa: 
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a. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah 

kepada suatu badan umum (openbaar lichaan) seperti persekutuan yang 

berpemerintahan sendiri, yakni persekutuan untuk membina keseluruhan 

kepentingan yang saling berkaitan dari golongan-golongan penduduk, biasanya 

terbatas dalam suatu wilayah tertentu yang mereka tinggali bersama. 

b. Desentralisasi Fungsional, yaitu ide untuk memisahkan suatu bagian tertentu dari 

fungsi pemerintah negara atau daerah untuk dipercayakan penyelenggaraannya 

kepada suatu organ atau badan ahli yang khusus dibentuk untuk itu. 

c. Desentralisasi Administratif, yaitu pelimpahan kewenangan penguasa kepada 

pejabat bawahannya sendiri.
13

  

Pemerintah daerah yang dimaksud adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Menurut I.  Widarta
14

  pengertian  pemerintah  menurut  system  

desentralisasi telah mengalami lompatan yang lebih maju.  Hal ini  didasarkan 

kepada dua aspek penting yang terkandung dalam pengertian Pemerintah Daerah, 

yakni: 1) Pemerintah (an) Daerah memiliki eksistensi sejalan dengan keberadaan 

daerah. Pemerintah (an) Daerah tidak semata-mata  ada  karena ada pemerintah 
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pusat, melainkan sebagai organisasi kekuasaan daerah yang bertugas 

menyelenggarakan urusan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. 2) 

Pemerintah terdiri dari dua jenis kekuasaan yakni eksekutif dan legislatif, dimana 

keduanya dipisahkan. 

Pemerintah (an) Daerah juga sering disebut dengan istilah lain yaitu 

Pemerintahan Lokal. Menurut R.Joeniarto
15

 dikatakan bahwa ciri-ciri pemerintahan 

lokal ada dua macam, yakni: 

a. Pemerintah lokal administratif (local state government), yaitu merupakan bagian 

atau cabang dari pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atasnya. Hubungan 

antara pemerintah lokal administratif dengan pemerintah pusat adalah hubungan 

menjalanakan perintah atau hubungan atasan dengan bawahan. Untuk keperluan 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, segala sesuatunya dibiayai dari 

keuangan pemerintah pusat dengan otorisasinya. 

b. Pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri 

(local autonomous government). Pemerintahan ini bukan merupakan bagian atau 

cabang pemerintah pusat atau pemerintah atasannya. Pemerintah lokal yang 

diberi hak untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan 

rumah  

tangganya sendiri, mempunyai tanggung jawab sendiri  tentang tindakan apa 

yang akan dan harus diambil serta  pelaksanaannya agar  dapat membawa 

manfaat yang sebesar-besarnya guna  kepentingan  rumah  tangganya.   

Hubungan antara  pemerintah  lokal  yang  berhak  mengatur  dan  mengurus 
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rumah tangganya sendiri dengan pemerintah pusat atau pemerintah atasannya 

merupakan hubungan pengawasan, tidak dalam hubungan atasan dan bawahan 

atau hubungan menjalankan perintah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah dibagi tiga 

macam, yaitu Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota (vide Pasal 3 

ayat 1). Namun porsi penekanan otonomi berada pada Daerah Kabupaten dan Daerah 

Kota, sedangkan Propinsi hanya bersifat koordinasi, dimana kewenangan yang tidak 

dapat dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota maka kewenangan tersebut dapat 

dilaksanakan oleh Propinsi. 

B.Pengertian Kecamatan 

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 

Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai 

Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Kecamatan 

merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan 

yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. 

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan 

sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintah kepada 

perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah, atau dapat menugaskan 

kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kecamatan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah Pasal 221 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi : 
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1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan 

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan 

2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda 

Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah 

3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang 

telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/walikota dan DPRD 

kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan 

kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk 

mendapat persetujuan.
16

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 21 tentang Kecamatan, 

pemerintah menugaskan Camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan 

pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan-kegiatan 

pembinaan tersebut meliputi : 

a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan 

desa dan Kepala Desa 

b. Memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan 

administrasi desa dan Kepala Desa 

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa 

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala 

Desa 
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e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa 

ditingkat Kecamatan 

f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan kepada Bupati 

atau Walikota 

Menurut Kansil, fasilitasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap 

desa yang dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui 

pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.
17

 

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 

Kabupaten/kota. Camat adalah Perangkat daerah Kabupaten/kota sebagai kepala 

wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan daerah. Selain 

menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas kewenangan 

yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan aktif membantu 

penyelenggaraan kegiatan Desa. 

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 

sebagai berikut : 

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas: 

a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (6); 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
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c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum; 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau 

kelurahan; 

h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat 

Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan 

tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada 

yang menugasi. 

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibantu oleh perangkat Kecamatan.
18

 

Selain tugas tersebut diatas Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal 

ini atur pada Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014, sebagai berikut : 
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(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat 

(1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali 

kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah kabupaten/kota. 

(2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai 

dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada 

Kecamatan yang bersangkutan. 

(3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada 

peraturan pemerintah. 

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain 

sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat. Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan 

pekerjaan, maka seseorang yang diberi posisi sebuah posisi, diharapkan dapat 

menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan tersebut. 

Harapan mengenai peran seseorang dalam posisinya, dapat dibedakan atas harapan 

dari si pemberi tugas dan harapan dari orang yang menerima manfaat dari 

pekerjaan/posisi tersebut. 

Definisi Camat yaitu kepala pemerintahan daerah dibawah bupati/walikota 

yang mengepalai kecamatan. Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor 19 Tahun 

2008 Tentang Kecamatan, menyebutkan bahwa Camat adalah pemimpin dan 

koordinator  penyelenggaraan  pemerintahan  di wilayah kerja  kecamatan yang 
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dalam pelaksanaan tugas nya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan 

dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
19

 

Dengan demikian maka secara sederhana menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2008, peran camat dapat didefinisikan  sebagai : “seorang pegawai 

negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas bupati/walikota dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan 

kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Pedoman tersebut di atas hendaknya dapat 

dipakai oleh seorang camat sebagai manajer puncak di organisasi kecamatan, karena 

peranan camat sangat penting dalam usaha meningkatkan kinerja perangkat 

kecamatan yang diharapakan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat. 

Kecamatan sebagai organisasi publik yang dipimpin oleh seorang camat 

mempunyai peran dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan 

desa. Oleh karena itu pihak kecamatan dengan camat sebagai pimpinan harus 

mengambil langkah-langkah atau aktifitas-aktifitas yang akan diambil dalam 

membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa tersebut. 

C.Peraturan Daerah  

Dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Peraturan 

Daerah merupakan urutan yang paling bawah. Walaupun demikian fungsi dan 

peranannya cukup kuat karena dibentuk oleh pemerintah daerah, yakni oleh Kepala 

Daerah bersama dengan DPRD yang disahkan secara bersama-sama, dan 
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diundangkan dalam lembaran daerah dan berlaku untuk masyarakat sesuai dengan 

tingkatannya, yakni Perda Propinsi atau Perda Kabupaten/Kota. 

Peraturan daerah merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam 

melakukan sesuatu kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat secara 

keseluruhan. Oleh karena itu suatu peraturan daerah perlu mendapat perhatian dari 

semua pihak agar dalam pelaksanaannya tidak menemui hambatan atau kendala. 

Pembentukan suatu Ranperda sebagai payung hukum dalam melaksanakan 

suatu kegiatan, harus memiliki dampak positif baik dari segi ekonomi, politik 

maupun social budaya masyarakat. Pandangan ini sebagai konsep untuk meuju suatu 

daerah yang damai, aman dan sejahtera. 

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 

Selanjutnya Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, demikian bunyi 

dari Pasal 18 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi kewenangan 

daerah untuk mengatur dan mengurus masalah pendidikan adalah: 

a. Pasal 18 ayat (4): “Pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan”. 
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b. Pasal 18 ayat (5): “Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-

luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 

ditentukan menjadi urusan pemerintah (pusat)”. 

c. Pasal 18 ayat (6): “Pemda  berhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. 

 


